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ABSTRAK 

Skripsi ini ditulis oleh Irfan Syafri,Nim 2113030109 yang berjudul 
MEKANISME PEMILIHAN BAMUS NAGARI GUNUNG MEDAN BERDASARKAN 
BERLAKUNYA REGULASI PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 37 

TAHUN 2021 PERSPEKTIF SIYASAH TASYRI’IYAH (Studi kasus Nagari Gunung 
Medan,Kecamatan Sitiung,Kabupaten Dharmasraya). penelitiani ini 
dilatarbelakangi oleh adanya perubahan mekanisme pemilihan anggota 
Bamus Nagari Gunung Medan pasca berlakunya regulasi peraturan Bupati 
Dharmasraya Nomor 37 Tahun 2021,Badan Musyawarah Nagari memiliki 
fungsi yang strategis dalam penetapan kebijakan Nagari karena fungsinya 
selaku badan pengawasan. Masyarakat Nagari sangat berharap agar BAMUS 
bisa menjalankan fungsinya dalam bidang pengawasan terutama penggunaan 
dana Nagari berdasarkan dengan adanya regulasi peraturan Bupati 
Dharmasraya Nomor 37 Tahun 2021 Nagari Gunung Medan yang sebelum 
anggota Bamus dipilih melalui perwakilan suku berubah menjadi perwakilan 
jorong. Sebelum dikeluarkan regulasi peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 
37 Tahun 2021 anggota Bamus perwakilan suku dibentuk pada tahun 2009 
yang mana anggota Bamus yang dipilih oleh niniak mamak saja yang mana 
anggota Bamus tidak mewakili semua unsur yang ada. Setelah berlakunya 
peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 37 Tahun 2021 tentang pemilihan 
Bamus, maka diadakan pemilihan anggota Bamus yang mewakili wakil jorong 
yang ada di Nagari Gunung Medan. Artinya perwakilan anggota BAMUS per 
jorong berlakunya sejak keluarnya regulasi peraturan Bupati Dharmasraya 
Nomor 37 Tahun 2021 yang dilaksankan di Nagari Gunung Medan pada tahun 
2022. Pemilihan anggota Bamus perwakilan jorong diusulkan oleh kepala 
jorong setelah dibahas bersama anggota masyarakat jorong,setelah diusulkan 
oleh kepala jorong dan merekalah nantik yang menjadi anggota Bamus yang 
mewakili dari jorong masing-masing, yang kemudian di proses oleh Wali 
Nagari. Sehingga dengan perwakilan jorong sudah mewakili semua unsur-
unsur masyarakat sehingga semua aspirasi tersampaikan. Dalam perspektif 
Siyasah Tasyri’iyah kebijakan regulasi peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 
37 Tahun 2021 sudah dilaksanakan oleh Wali Nagari Gunung Medan sehingga 
terciptanya:Syawara(musyawarah), al-adalah (keadilan) dan maslahah 
(kemaslahatan). Regulasi peraturan Bupati Dharmasraya memberikan 
manfaat sehingga tidak munculnya mudharat bagi masyarakat seperti 
perpecahan atau konflik. 

 
Kata kunci : Regulasi, Bamus Nagari Gunung Medan, Siyasah Tasyri’iyah 
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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi wabarakatuh 

Alhamdulilahi rabbil’aalamin, segala puji berserta syukur senantiasa 
tercurahkan kepada Allah SWT, atas nikmat,rahmat dan ridha-nya yang telah 
diberikan kepada seluruh hamba-nya di muka bumi ini,terutama kepada 
penulis yang telah diberikan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Walaupu setiap 
kesulitan yang penulis rasakan,namu diiringi kemudahan dari Allah SWT 
sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang diajukan untuk 
meraih gelar Serjana Hukum (S.H) pada Falkultas Syari’ah UIN Imam Bonjol 
Padang yang berjudul “MEKANISME PEMILIHAN BAMUS NAGARI GUNUNG 
MEDAN BERDASARKAN BERLAKUNYA REGULASI PERATURAN BUPATI 
DHARMASRAYA NOMOR 37 TAHUN 2021 PERSPEKTIF SIYASAH 
TASYRI’IYAH”. 

Shalawat beriringan salam penulis do’akan kepada ALLAH SWT 
semoga disampaikan buat junjungan Nabi MUHAMMAD SAW, beliaulah yang 
membawa ummat manusia dari zaman jahiliah kepada zaman islamiyah, dari 
alam yang biadab kepada alam yang beradab serta penuh dengan ilmu 
pengetahuan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat 
dukungan dan bantuan dari berbagai pihak terutama kepada kedua orang tua 
tercinta yang berarti dalam hidup penulis, Ayahanda (Abdul Razak) dan 
Ibunda (Helmi) yang sangat berarti dalam hidup penulis, yang telah 
membesarkan dan mendidik penulis dengan kasih sayang, mengiringi penulis 
dengan do’a yang tulus, memberikan dukungan dan semangat untuk bisa 
menyelesaikan pendidikan , serta kepada saudari/ra penulis Rahmi Yati S.H, 
Arga Diputra A.Md.T yang telah banyak memberikan motivasi dan bantuan, 
Penulis berterimakasih kepada semua pihak yang secara langsung ataupun 
secara tidak langsung memberikan kontribusi dalam penyelesaian skripsi ini, 
untuk itu penulis ucapkan terima kasih tak terhingga kepada: 
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